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Negara dan pluralisme hukum: 
Kebijakan pluralisme hukum di Indonesia 
pada masa kolonial dan masa kini 


Myrna A. Safitri! 


Pendahuluan 

uku ini menjabarkan pengalaman berbagai negara di 

Asia dalam mengkonstruksikan relasi hukum negara dan 
hukum rakyat. Membacanya akan membuat kita menyadari 
bahwa persoalan pluralisme hukum bukan milik eksklusif 
Indonesia. Perspektif komparatif terhadap pluralisme hukum 
yang dipaparkan melalui sejumlah artikel dalam buku ini pada 
ujungnya membawa kita pada pertanyaan: Seberapa jauh 
upaya-upaya membangun kesadaran adanya sistem normatif 
yang beragam di aras legislasi dan peradilan pada akhirnya 
mampu melindungi hak-hak masyarakat hukum adat? 

Secarasederhana, pluralisme hukumacap dipahamisebagai 
situasi di mana arena sosial tidak hanya diisi oleh hukum negara, 
tetapi juga dipenuhi dengan berbagai sistem normatif yang dapat 
menimbulkan harmoni sekaligus ketegangan. Di Indonesia, apa 
yang telah dikonseptualisasikan mengenai pluralisme hukum 
ini mendukung kebutuhan kelompok masyarakat hukum adat 
dan para pendampingnya untuk melindungi hak-hak mereka 
yang terancam oleh negara. Dipelopori oleh Perkumpulan 
untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis 
(HuMa) dan mitra-mitranya, sejak awal tahun 2000 kalangan 
pendamping hukum rakyat marak memanfaatkan konsep 


! Direktur Eksekutif Epistema Institute, pendiri dan anggota Perkumpulan HuMa, 
(myrna.safitri@epistema.or.id). 
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pluralisme hukum ini sebagai alat advokasi. Advokasi ini 
dilandasi asumsi bahwa praktik penerapan dan penegakan 
hukum oleh institusi negara telah menafikan perlindungan hak- 
hak masyarakat yang beroleh legitimasinya dari sistem normatif 
nonnegara, terutama adat. 

Lebih sepuluh tahun berselang, sejumlah legislasi di daerah 
muncul untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat 
hukum adat dan wilayah adatnya. Demikian pula, masa ini 
menandai kebangkitan institusi adat di berbagai wilayah. 
Keaktifan para pendamping hukum rakyat, menguatnya 
gerakan masyarakat adat, otonomi daerah dan berkembangnya 
diskursus pluralisme hukum di kalangan akademisi dan aktivis 
-- secara bersama-sama atau tidak -- menyumbang pada 
situasi ini. Namun, kita perlu mengetahui bagaimana negara 
di sepanjang sejarahnya menyusun kebijakan hukum terhadap 
situasi hukum yang pluralistik ini. 

Tulisan ini mendiskusikan masalah tersebut dengan 
mendiskusikan tiga pokok bahasan. Memulai bagian pertama, 
saya mendiskusikan pandangan konseptual terhadap pluralisme 
hukum. Kedua adalah bagian yang menjelaskan kebijakan hukum 
kolonial Hindia Belanda terkait dengan relasi antara hukum 
serta kebijakan hukum khusus untuk penguasaan negara dan 
rakyatpribumiatas tanah. Bagian ketiga menjelaskan bagaimana 
hukum nasional mengkonstruksikan pluralisme hukum seperti 
yang terwujud dalam legislasi agraria nasional dan dalam 
legislasi daerah dengan latar sosial-politik desentralisasi dan 
otonomi khusus. 


Mengkonseptualisasi pluralisme hukum 

Marc Galanter, pada tahun 1981, menulis artikelnya yang 
tersohor berjudul Justice in many rooms: Court, private 
ordering, and indigenous law' dalam Journal of Legal Pluralism 
19/1981. Mendukung John Griffiths,? Galanter menyangkal 


2 Griffiths, J. 1986. “What is legal pluralism?” Journal of Legal Pluralism 24. 
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paradigma sentralisme hukum yang memandang keadilan 
hanya dapat diproduksi atau paling tidak didistribusikan oleh 
negara melalui perangkat hukum dan institusinya. Sentralime 
hukum memercayai keadilan menyebar secara sentrifugal 
dari negara dengan perangkat norma dan institusinya ini. 
Tesis sentrifugalitas keadilan ini mengasumsikan bahwa 
lapangan sosial adalah arena hampa norma. Namun, dikatakan 
oleh Galanter, lapangan sosial sejatinya tersusun atas lapis- 
lapis arena normatif yang semi otonom, saling berkait. Di 
arena inilah, yang dalam bahasa Sally Falk Moore dinyatakan 
sebagai bidang sosial semi-otonom (semi-autonomous social 
field), hukum dalam berbagai sistem normatif itu diproduksi, 
dilaksanakan dan ditegakkan." 

Konsisten dengan konsep di atas, pluralisme hukum 
hakikatnya adalah situasi yang berlangsung di manapun. 
Mengawali tulisannya yang kritis mengenai pluralisme hukum, 
Brian Z. Tamanaha mengatakan: Legal pluralism is everywhere. 
Di setiap arena sosial kita dapat menemukan keragaman sistem 
normatif. Namun, apa yang menjadikan pluralisme hukum 
penting dikaji menurut Tamanaha bukanlah semata karena 
keragaman sistem normatif itu, melainkan karena fakta dan 
potensinya untuk saling berkompetisi hingga menciptakan 
ketidakpastian. Situasi ketidakpastian inilah yang dimanfaatkan 
oleh berbagai pihak untuk meraih keuntungan dengan 
menjadikan kelompok lain yang mempunyai basis klaim pada 
sistem normatif yang berbeda tersingkirkan.S 

Tamanaha mengangkat persoalan ketidakpastian hukum 
sebagai argumen mengapa kita perlu mengkaji pluralisme 


3 Galanter, M. 1981, “Justice in many rooms: Court, private ordering, and 
indigenous law”. Journal of Legal Pluralism 19: 27. 


4 Moore, S.F. 1978/2000. Law as process: An anthropological approach (New 
Introduction). Hamburg: LIT, hlm. 54-81. 


3 Tamanaha, B. Z. 2008. “Understanding legal pluralism: Past to present, local to 
global”. Sydney Law Review 30: 375-411. 


5 Tbid, hlm. 375. 
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hukum. Ini mencerminkan pandangan seorang yuris, yang 
memandang bahwa kepastian hukum menjadi cita-cita 
ideal. Saya berpendapat bahwa pokok soalnya bukan pada 
ketidakpastian itu, melainkan adanya relasi kekuasaan yang 
asimetris pada eksponen berbagai sistem hukum. Para aktor dan 
relasi kuasa yang semacam inilah yang menyebabkan dominasi 
suatu sistem hukum pada sistem lainnya dimungkinkan terjadi. 
Dominasi yang saya maksud di sini berlangsung pada berbagai 
bentuk: diskursus, kebijakan, dan aksi. Tentu, tidak dapat 
dihindari bahwa ketika kita percaya ada dominasi dengan 
berbagai bentuknya itu, kita perlu menyadari bahwa dominasi 
itu dimungkinkan ketika ada relasi kekuasaan yang asimetris 
antara berbagai eksponen sistem normatif tersebut. 

Dalam situasi kekinian, pada banyak bidang kehidupan, 
negara adalah eksponen terkuat. Dengan demikan, maka kita 
perlu melihat bagaimana hukum negara ini mengatasi sistem- 
sistem normatif lainnya. Saya sepakat bahwa kajian pluralisme 
hukum memandang penting keberadaan berbagai sistem 
normatif di luar negara. Namun, saya juga berpendapat bahwa 
pluralisme hukum bukan kajian mengenai satu sistem hukum 
nonnegara. Jika kita hanya mengkaji hukum adat atau hukum 
agama semata, maka itu bukan kajian pluralisme hukum. Kajian 
pluralisme hukum adalah kajian mengenai relasi berbagai 
sistem hukum. Termasuk dalam kajian ini adalah implikasinya 
pada terjadinya integrasi dan konflik antara sistem-sistem 
hukum. 

Ketika integrasi hukum nonnegara ke dalam hukum negara 
terjadi melalui sejumlah kondisi pengakuan negara terhadap 
hukum-hukum di luarnya, maka apa yang disebut John Griffiths 
sebagai pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism) 
terjadi.” Dengan konsep ini, maka bagian-bagian selanjutnya 
dalam tulisan ini membahas bagaimana institusi negara di masa 
kolonial dan di masa kini di Indonesia menyusun kebijakannya 


7 Griffiths, J. 1986: 6-8. 
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terhadap situasi hukum yang pluralistik, seberapa jauh 
pluralisme hukum yang lemah dapat ditemukan. 


Dualisme hukum tanah di masa kolonial: Membaca kembali 
perdebatan Mazhab Leiden dan Utrecht tentang Deklarasi 
Domein 

Persoalan dan kebutuhan akan pluralisme hukum biasanya 
muncul ketika ada anasir norma asing yang masuk ke dalam 
kehidupan suatu masyarakat. Keadaan ini menyebabkan sistem 
hukum masyarakat itu harus berhadapan, dan tidak jarang 
berkontestasi, dengan anasir norma asing tersebut. Selanjutnya, 
hal ini mengakibatkan munculnya rasa keterancaman kolektif 
terhadap identitas dan kedaulatan, yang salah satunya dicirikan 
dari keberadaan dan kemampuan sistem hukum masyarakat 
tersebut untuk mengatur diri dan wilayahnya. Di berbagai 
negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, anasir normatif asing 
itu adalah hukum-hukum kolonial yang diterapkan oleh 
negara-negara penjajah di wilayah koloninya. Hukum-hukum 
kolonial itu berhadapan dengan hukum-hukum lokal. Di sinilah 
dualisme hukum yang perlu dibaca sebagai persinggungan dua 
sistem normatif yang berbeda mulai muncul dan dirasakan 
menimbulkan persoalan kompleksitas dalam tata hukum di 
negara koloni. 

Di Hindia Belanda, kebijakan menata hukum di wilayah 
koloni secara sistematik dilakukan pada tahun 1840-1860. 
Wignjosoebroto menyatakan bahwa kebijakan yang dikenal 
dengan sebutan de bewuste rechtspolitiek berefek ganda: 
membatasi kekuasaan dan kewenanganraja danaparateksekutif 
atas wilayah jajahan dan mengupayakan perlindungan hukum 
bagi seluruh penduduk? Inilah untuk pertama kalinya prinsip 
negara hukum diterapkan di Hindia Belanda. Pemberlakukan 
Konstitusi Hindia Belanda (Regerings Reglement, RR) pada tahun 
8 Wignjoseobroto, S. 1995. Dari hukum kolonial ke hukum nasional: Dinamika 


sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, hlm. 19-20. 
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1840 adalah penanda dimulainya era pelaksanaaan kebijakan 
(negara) hukum secara sistematik di Hindia Belanda. Pasal 75 
RR memberikan justifikasi pada berlakunya dualisme hukum, 
terutama di ranah perdata. Penduduk pribumi dan kelompok 
Timur Asing menjalankan hukumnya sendiri (hukum adat dan 
agama), demikian pula golongan penduduk Eropa (hukum Barat). 

Namun, perlu disadari bahwa kepentingan kaum liberal 
sangat mendominasi kebijakan hukum Hindia Belanda itu. 
Pembatasan kekuasaan negara dan adanya kepastian hukum 
yang sama bagi seluruh penduduk menjadi cita-cita kaum liberal 
di negeri Belanda dan berimbas ke negara jajahan ini. Demi 
tujuankepastian hukum inilah makakalanganliberal mendorong 
kodifikasi bahkan unifikasi hukum.” Tentu saja banyak persoalan 
muncul terhadap ide unifikasi ini. Bagaimanakah unifikasi bisa 
berlangsung di tengah fakta beragamnya hukum yang berlaku 
di Hindia Belanda saat itu? 


KONSTRUKSI DUALISME HUKUM PADA MASA KOLONIAL 


HUKUM KOLONIAL 


Ide unifikasi sepintas terlihat hanya sebagai upaya untuk 
menyederhanakan hukum di wilayah jajahan. Lebih jauh dari 
itu, ide ini mengandung maksud menerapkan hukum kolonial 


9 Tbid, hlm, 37-59. 
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yang lebih luas pada seluruh penduduk koloni. Upaya dominasi 
hukum Barat terhadap hukum lokal tampak nyata dalam upaya 
ini. Dalam hal penguasaan tanah, gagasan ini terlihat pada upaya 
untuk menafsirkan Deklarasi Domein (Domeinverklaring). 

Deklarasi Domein yang tertuang dalam Pasal 1 Keputusan 
Agraria (Agrarisch Besluit, S. 1870:118) menyatakan negara 
sebagai pemilik (pemegang domain terhadap) tanah-tanah 
yang tidak dapat dibuktikan haknya oleh penduduk. Dengan 
ketentuan ini, terbentuklah dua kategori penguasaan tanah, 
yakni tanah negara bebas (vrije domeinen) dan tanah negara 
tidak bebas (onvrije domeinen). Tanah yang tidak terdapat hak- 
hak penduduk di atasnya dinamakan sebagai tanah negara 
bebas dan tanah-tanah dengan hak-hak penduduk di atasnya 
disebut tanah negara tidak bebas. 

Deklarasi Domein ini menimbulkan perdebatan sengit di 
negeri Belanda perihal ruang lingkup tafsir terhadap domain 
negara itu, khususnya untuk kategori onvrije domeinen. 
Apakah yang dimaksud dengan domain negara meliputi tanah- 
tanah yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk pribumi atau 
meliputi pula tanah-tanah yang dimanfaatkan, meskipun tidak 
intensif? Dalam hal yang pertama, tafsir domain negara itu 
adalah sempit: sebaliknya pada situasi kedua, domain negara 
ditafsirkan secara luas. Konsekuensinya, ketika domain negara 
ditafsirkan secara sempit, maka hak-hak penduduk pribumi 
(dikenal dengan beschkkingsrecht, kemudian disamaartikan 
oleh banyak kepustakaan hukum agraria Indonesia sebagai hak 
ulayat) menjadi luas. Sebaliknya, ketika tafsir luas terhadap 
domain negara yang digunakan, maka domain negara itu akan 
mengenai pula hak-hak ulayat penduduk pribumi." 


1 Penjelasan lebih rinci lihat Termorshuizen-Arts-M. 2010. “Rakyat Indonesia dan 
tanahnya: Perkembangan Doktrin Domein di masa kolonial dan pengaruhnya dalam 
hukum agrarian Indonesia.” Dalam Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono (ed.), 
Hukum agraria dan masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam 
dan ruang di masa kolonial dan desentralisasi. Jakarta: HuMa-Van Vollenhoven 
Institute dan KITLV-Jakarta, hlm. 33-74. 
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Di tengah ketidakjelasan ruang lingkup penafsiran terhadap 
Deklarasi Domein itu, kebijakan pemberlakuannya diperluas. 
Agrarisch Besluit 1870 hanya berlaku di Pulau Jawa dan 
Madura. Namun, melalui sejumlah Peraturan Agraria 
(Agrarische Reglementen), berturut-turut Pemerintah Hindia 
Belanda memberlakukannya di daerah pesisir Sumatera Barat 
pada tahun 1874, di Karesidenan Menado pada tahun 1877, 
di bagian tenggara Borneo pada tahun 1888, dan di Sumatera 
Selatan yang meliputi Palembang, Bengkulu dan Lampung pada 
tahun 1925. 

Meskipun secara parsial terdapat pernyataan 
pemberlakuan Deklarasi Domein pada beberapa wilayah di luar 
Jawa dan Madura, Marjanne Termorshuizen-Arts menyatakan 
bahwa secara umum Pemerintah Hindia Belanda telah pula 
memberlakukan ketentuan mengenai Deklarasi Domein ini 
pada seluruh wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura, yang 
secara langsung ada di bawah kekuasannya.? Dalam UU 
No. 5 tahun 1960 (UU Pokok Agraria, UUPA), ketentuan ini 
disebut sebagai Algemene Domeinverklaring (S.1875:119a). 
Tidak jelas sebenarnya apa makna ketentuan pemberlakuan 
Domeinverklaring secaraumuminiterhadapbeberapaketentuan 
khusus pemberlakuan Deklarasi ini di wilayah-wilayah yang tadi 
disebutkan. Namun, terlepas dari ketidakjelasan itu, kita dapat 
menyimpulkan bahwa sejak tahun 1875 Deklarasi Domein 
diberlakukan di seluruh teritori Hindia Belanda. 

Kembali pada perdebatan mengenai lingkup pemberlakuan 
Deklarasi Domein, pada tahun 1912 Pemerintah Hindia Belanda 
menunjuk seorang bernama G.J. Nolst Trenit€e menyusun sebuah 
memorandum yang dikenal dengan sebutan Domeinnota. Inilah 
yang sebenarnya merupakan dokumen yang memberikan tafsir 
resmi Pemerintah Hindia Belanda mengenai Deklarasi Domein. 
Domeinnota ini merupakan lampiran dari Peraturan Agraria 


1 Tbid, hlm. 44. 
12 bid hlm. 44. 
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untuk Pesisir Sumatera Barat. Menariknya, Domeinnota ini 
tersembunyi dari pantauan publik. Baru pada tahun 1916-lah 
publik mengetahui ihwal dokumen ini.8 Dalam memorandum 
yang dibuatnya itu, Nolst Trenite, akademisi dari Universitas 
Utrecht, menyampaikan tafsir luas terhadap Deklarasi Domein. 
Domain negara menurutnya berlaku pada tanah-tanah yang 
tidak dimanfaatkan secara permanen. Dengan kata lain, hak- 
hak penduduk pribumi hanya diakui pada tanah-tanah yang 
mereka manfaatkan secara kontinyu dan pada pemukiman 
mereka. Jelas saja ini merugikan bagi penduduk pribumi. 
Konsep beschikkingsrecht sejatinya meliputi wilayah teritorial 
masyarakat hukum adat, yang meliputi segala macam bentuk 
pemanfaatan tanah dan kekayaan alam. Tanah-tanah yang 
dipandang 'tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan” adalah 
wilayah-wilayah cadangan pangan, perlindungan lingkungan, 
cadangan perluasan kelola, dan sebagainya. 

Adalah seorang akademisi dari Universitas Leiden, Cornelis 
van Vollenhoven, yang mengkritik habis-habisan usul Nolst 
Trenite dan koleganya dari Universitas Utrecht. Perdebatan 
sengit dari kedua kelompok ini, yang dikenal sebagai perdebatan 
antara Mazhab Leiden dan Utrecht," pada intinya berpusat pada 
bagaimana Deklarasi Domein seharusnya ditafsirkan. Mazhab 
Leiden menghendaki tafsir yang sempit bagi Deklarasi Domein 
sehingga memungkinkan ada pengakuan yang luas terhadap 
hak ulayat penduduk pribumi. Sebaliknya, Mazhab Utrecht 
mendorong tafsir luas dari Deklarasi Domein dengan implikasi 
mengakuisisi tanah-tanah yang tidak (belum) dimanfaatkan 
secara kontinyu. 

Dengan paparan di atas, saya ingin menyatakan bahwa 
keterancaman hak-hak masyarakat hukum adat di Hindia 
Belanda terjadi bukan karena dualisme hukum, bukan pula 


Ki Burns, P. 2004. The Leiden legacy: Concepts of law in Indonesia. Leiden: 
KITLV Press, hlm. 21. 


4 Lebih lanjut mengenai perdebatan ini lihat Burns, 2004. 
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karena Deklarasi Domein, melainkan karena ide menerapkan 
unifikasi hukum dan membuattafsir yangluas terhadap Deklarasi 
Domein. Tafsir ini adalah cermin dari upaya mendominasi 
diskursus dan kebijakan hukum tanah kolonial mengikuti 
keyakinan suatu kelompok tertentu (dalam hal ini adalah 
Mazhab Utrecht dan pemerintah Hindia Belanda). Akibat sangat 
nyata dari pemberlakuan tafsir ini adalah terserapnya hak-hak 
ulayat masyarakat hukum adat ke dalam domain negara. 


Pluralisme hukum dalam UUPA 
Jika dualisme hukum (hukum Barat versus hukum lokal) 
menjadi isu kunci di masa kolonial, maka pada masa 
pascakolonial persoalannya bergeser pada relasi antara hukum 
nasional dan hukum rakyat. Persoalan dualisme hukum tidak 
lagi mengemuka karena hukum nasional dipandang tersusun 
atas elemen-elemen hukum rakyat. Tetapi, apa yang dinamakan 
hukum rakyat itu tidak selalu sama dengan realitas empirisnya. 
Untuk menjelaskan hal itu, pada subbagian ini saya mengambil 
contoh apa yang dapat kita temukan dalam UUPA. 
UUPA menyatakan bahwa hukum agraria nasional 
berlandaskan hukum adat. Namun, kita perlu menyadari bahwa 
hukum adatversi UUPA adalah hukum adatyang dikonstruksikan 
oleh hukum negara. UUPA menunjukkan bagaimana konsep 
pluralisme hukum yang lemah terjadi. Mengacu pada Pasal 5 
UUPA, hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang 
diakui oleh negara setelah memenuhi empat kriteria di bawah: 
e yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan 
negara: 

e yang berdasarkan atas persatuan bangsa, sosialisme 
Indonesia: 

e yang tidak bertentangan dengan UUPA dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, 

e yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada 
hukum agama. 
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Melihat pada ketentuan Pasal 5 ini, kita dapat melihat 
bahwa UUPA mengkonstruksikan hukum adat sejalan dengan 
ideologi dan kepentingan negara dan bangsa, kerangka hukum 
negara, dan menariknya, UUPA juga menyatakan perlunya 
hukum adat itu menyelaraskan diri dengan hukum agama. 
Dengan konsep hukum adat seperti ini, akan sangat mungkin 
terdapat gap yang lebar antara hukum adat versi UUPA dengan 
hukum adat yang senyatanya hidup dalam masyarakat. 

Dengan membahas konstruksi UUPA terhadap hukum 
adat ini, saya bermaksud menunjukkan bahwa, dalam relasi 
antara hukum negara dan hukum rakyat, sangat dimungkinkan 
terjadi upaya mengkonstruksi atau mendekonstruksi hukum 
rakyat (dalam hal UUPA adalah hukum adat) sesuai dengan 
kepentingan negara. Konstruksi dan dekonstruksi ini terjadi 
ketika negara mulai mensyaratkan pengakuan terhadap 
hukum rakyat dimaksud. Dengan demikian, pelajaran lain yang 
dapat kita peroleh dari UUPA, selain bahwa undang-undang 
ini menganut pluralisme hukum yang lemah, adalah bahwa 
UUPA adalah instrumen negara untuk mengintrodusir sebuah 
konstruksi baru terhadap hukum rakyat. 

KONSTRUKSI NEGARA ATAS HUKUM ADAT MENURUT UUPA 


HUKUM 


AGAMA 


HUKUM AGRARIA NASIONAL 
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Apakah konstruksi negara terhadap hukum adat akan 
melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana 
dinyatakan oleh UUPA, akan bergantung pada seberapa jauh 
pelaksanaan UUPA menggunakan cara-cara paksaan untuk 
membentuk hukum adat sesuai dengan kerangka ideologi dan 
hukum negara. Jika cara-cara paksaan itu dipilih, maka dapat 
dipastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat 
semakin jauh dari jangkauan. 


Otonomi daerah, otonomi khusus, dan pluralisme hukum 
yang lemah 

Sekali lagi, saya menegaskan bahwa pengakuan negara yang 
disyaratkan dan diberlakukan secara paksa terhadap hukum- 
hukum rakyat menandakan bahwa pluralisme hukum yang 
lemah, sebagaimana disampaikan Griffiths, tengah berlangsung. 
Apakah pluralisme hukum yang lemah itu merupakan cela 
bukan menjadi fokus bahasan saya di sini. Hal yang ingin saya 
kemukakan di sini adalah bahwa pada beberapa legislasi, UUPA 
sebagai contoh yang telah disebutkan, pluralisme hukum yang 
lemah itu menemukan tempat bersemainya. 

Sejatinya, pluralisme hukum yang lemah tidak hanya dapat 
kita jumpai pada UUPA, ketika diberlakukan otonomi daerah dan 
otonomi khusus di Papua dan Aceh, kecenderungan pluralisme 
hukum yang lemah juga terjadi. Hal ini tampak pada upaya 
mengintegrasikan hukum adat dan hukum agama ke dalam 
hukum negara disertai dengan upaya merumuskan sejumlah 
kondisi bagi pengakuannya. 

Dengan mengambil Aceh sebagai contoh, kita dapat melihat 
bagaimana UU No. 18 tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh 
telah menyediakan dasar bagi pemberlakuan syariah (hukum 


1 Pada publikasi lain, saya membahas mengenai pluralisme hukum yang lemah 
ini lebih dalam, lihat Safitri, M.A., (2011), “Bersikap kritis terhadap pluralisme 
hukum”, dalam Myrna A. Safitri (ed.) Untuk apa pluralisme hukum? Konsep, 
regulasi dan negosiasi dalam konflik agraria di Indonesia. Jakarta: Epistema, 
HuMa dan Forest Peoples Programme, hlm. 1-10. 
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Islam). Namun, hukum adat juga tetap hidup dalam masyarakat 
Aceh, dan dalam beberapa hal menyatu dengan syariah. 

Dengan otonomi khusus, pemerintah daerah Aceh 
berupaya mengintegrasikan, baik syariah maupun hukum adat, 
ke dalam hukum negara. Ganun-ganun di Aceh adalah arena 
untuk upaya pengintegrasian tersebut. Kebijakan pemerintah 
Aceh jelas untuk menjadikan syariah dan hukum adat sebagai 
sumber pembentukan ganun. Ganun dinyatakan tidak boleh 
bertentangan dengan syariah dan hukum adat. 

Oanun bukanlah syariah dan bukan pula hukum adat. Secara 
konseptual kita perlu membedakannya. Namun demikian, kita 
bisa mengibaratkan ganun sebagai kuali yang memungkinkan 
adat dan syariah melebur secara formal. 

Contoh lainnya adalah legislasi dan kebijakan pemerintah 
daerah untuk mengakui keberadaan lembaga-lembaga adat 
dengan menjadikannya sebagai lembaga kuasi negara. Di 
Kabupaten Kutai Kartanegara dan beberapa daerah lainnya, 
lembaga-lembaga adat kuasi negara ini marak dibentuk sejalan 
dengan pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 2001. 
Pengakuan formal diberikan oleh bupati kepada tokoh adat, dan 
alokasi anggaran daerah disediakan untuk lembaga-lembaga 
yang disebut lembaga adat ini. Akibatnya adalah di banyak 
tempat terjadi pembentukan lembaga adat. Pembentukan 
dan aktivitas lembaga adat yang didukung sebangun dengan 
lembaga-lembaga lain pada pemerintahan desa. 

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembentukan lembaga- 
lembaga adat ini sebagai bentuk kooptasi negara terhadap 
organisasi adat. Namun, di sisi lain, saya ingin menyampaikan 
bahwa implikasi yang tidak terhindarkan dari situasi ini adalah 
munculnya definisi baru terhadap lembaga adat. Lembaga adat 
tidak lagi selalu identik dengan penduduk pribumi melainkan 
dapat ditemukan pada komunitas-komunitas pendatang. 
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Kesimpulan 

Kebijakan negara terhadap pluralisme hukum di Indonesia 
menunjukkan berbagai ragam dan implikasi. Di masa kolonial, 
kebijakan dualisme hukum yang terlihat seakan melindungi hak 
dan hukum penduduk pribumi dalam praktiknya sarat dengan 
usaha infiltrasi pemberlakuan hukum Barat ke dalam ranah 
kehidupan rakyat Indonesia. Keinginan melakukan unifikasi 
hukum yang tidak pernah berhasil seluruhnya membuktikan hal 
ini. Selanjutnya, penafsiran luasterhadap Deklarasi Domein yang 
menyebabkan tanah-tanah ulayat penduduk pribumi terhisap 
ke dalam domain negara menjadi petunjuk berikutnya. 

Pembentukan hukum nasional yang secara ideal 
diharapkan tersusun atas lapis-lapis hukum rakyat, baik berupa 
hukum adat maupun hukum agama, diwarnai dengan berbagai 
upaya mendominasi hukum rakyat tersebut. Hukum-hukum 
negara, sebagaimana salah satunya dicontohkan oleh UUPA, 
meski menyatakan bersandar pada hukum adat telah membuat 
konstruksi sendiri terhadap hukum adat tersebut. Hal ini 
memberikan pelajaran kepada kita bahwa secara konseptual 
apa yang disebut hukum adat di Indonesia adalah hukum adat 
yang dibentuk, dikonstruksikan oleh hukum negara. Selaras 
dengan itu, kita juga dapat menyatakan bahwa ada pula hukum 
adat yang dikonstruksikan oleh hakim, oleh akademisi dan oleh 
tokoh adat. 

Kebutuhan memperoleh pengakuan negara terhadap 
hukum adat menggiring kita pada dilema akan terdapatnya 
hukum adat bentukan negara, yang bisa saja mempunyai gap 
sangat lebar dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. 
Demikian pula, pengakuan terhadap hukum dan institusi adat 
tidak dapat menghindar dari terdapatnya pluralisme hukum 
yang lemah. 

Tentu bukanlah pilihan yang mudah, terutama untuk 
kalangan pendamping hukum rakyat, untuk menentukan 
apakah akan menghindari sepenuhnya pengakuan negara atau 
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menerimanya dengan konsekuensi menghadapi pluralisme 
hukum yang lemah. Pangkal soal yang penting dijawab adalah 
mengupayakan bahwa pengakuan negara itu harus diimbangi 
dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam hal 
ini, perlindungan dimaksud dapat dilakukan dan bersumber 
pada berbagai sistem normatif yang ada. Dengan perlindungan 
seperti inilah maka pluralisme hukum - meski secara konseptual 
menurut Griffiths dipandang lemah - dapat menyediakan 
keadilan bagi masyarakat hukum adat. 
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